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BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATi SAROLANGUN,

Menimbang a B3H:J:'?:*T:,r:r"ffiffi,*":r-g;j"Tl'i ?:i"H
PenyusunandanPt"e'apu't'-StandarPelavananMinimal
perlu *.,"tfrt* -s1"";fit 

rffia'""" tr'iinimat Bidang

i<etenagakerjaan di Kabupaten Sarolangun;

b. bahwa standar pelayanan .Minimai 
Bidang Ketenagkerjaan

sebagai torof "t;; 
kinerja penyelenggaraan Pemerintah

Daerah J;g";^-;io'utuhtan oleh masvarakat' yang

disesuaikan dengan kemampi"" dan kebutuhan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam rr.rt lf-a* hurur u' al"pu'ttaangperlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang' S1'andar ^ett1V"""" 
Minimal

Bidang Ketena[akerjaan di Kabupaten Sarotangun;

Mengingat : 1' Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun' Kabupaten {ebo'

Kabupater Mt"''o Jambi' Kabupaten Tan3ung Jabung Timur

(Lembaran 
-N;t;t" 

Tahun wbg Nomor L82' Tambahan

Lembaran N"gIr" rrromor sqos) sebaga.imana telah diubah

dengan Unaa?S-Undang Nomor 14 Tahun 2OO0 tentang

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang p.*u."t"kan ftabupaten-sarolangun, Kabupaten

Tebo, X"Urp"t""-M""'o Jamti' Kabupaten Tanjung Jabung

Timur(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2OOO
Nomor a t, iambahan Lembaian Negara Republik Indonesia

Nomor 3969);

2. Undang-Undang Und'ang-Undang Nomor--l3 Tahun 2OO3

tentang Ketenagakerjaan (Leribaran Negara Republik

Indonesia Tahuri 2OOg Nomor 39 ' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a279\;

3.Und.ang-UndangNomor2Tahun2aa4tentangPenyelesaian
PerselisihanHubunganlndustrial(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 6' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a356);
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4. Undang-Undang Nomor . 32 Tahun 2OA4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ZOii- No*o' 125' Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437\ sebagaimana telah

beberapakalidiubahterakhirdenganUndang-Undang
Nomor12Tahun2oostentangPerrrbahanAtasUndang-
Undang No*ot 32 Tahun ZOO+ tentang Pemerintahan

Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oo9
Nomor 59, T.;;'ft^".i/e*U"tttt Negara Republik Indonesia

Nomor a8a\;

5.Undang-UndangNomor25Tahun200gtentangPelayanan
Publik(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2aa9
Nomor ll2, Tambahan iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

6.Undang-UndangNomor3gTahun2oo4tentangPenempatan
danPerlindunganTenagaxerjalndonesiadiLuarNegeri
(Lembara"*N;;;;" nepultit rndonesia Tahun 2aa4 Nomor

133, Tambahln Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aaa};

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2CI Tahun 2OO1 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2oal.Nomor4l,TambahanLembaranNegara
RePublik Ind'onesia Nomor a090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang

PembinaandanPengawasanatasPenyelenggaraal
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2o0lNomor4|,TambahanLembaranNegara
RePublik Indonesia Nomor a090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedomanp""y""t'nandanPenerapanStandarPelayanan
Minimal(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oo5
Nomor !iO, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a578]';

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

PedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraalJ^
pemerintah Daerah (Lembaru-., Ii.g.ra Republik Indonesia

Tahun2005Nomor165,TambahanLembaranNegara
RePublik Indonesia Nomor a593);

ll.PeraturanPemerintahNomor33Tahun2oo7tentang
PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

KabupatenJLt" (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2AOTNomorS2,TambahanLembaranNegara
RePublik Indonesia Nomor a7371;

12.PeraturanPemerintahNomor4|Tahun2ao7tentang
PedomanorganisasiPerangkatDaerah(LembaranNegara
Republik Inionesia Tahuri 2ao7 Nomor 89, Tambahan

LembaranN"gtttRepubliklndonesiaNomora7alll;



13.PeraturanMenteriDalamNegcriNomorTgTahun2oo7
tentang peaomai'e""y'*t""' h"'"ana Pencapaian Standar

PelaYanan Minimal;

t4' Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2Ol2 tentang

Pelaksanaan UrrJ"tg U19'o-g- No*ot 25 Tahun 2OO9

tentang r.r.yt"J-?t'utitt ft't*il*tttt Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 215' Tambahan Lembaran
til*; 

*Publik Indonesia Nomor 5357);

1s. peraturan Menteri renaga Kerja d.an Transmigrasi Nomor

PER. 1 2 / MEN IVIII / 20 1 O 
. 
tentang Organisl:1. O"t Tata Kerja

f<.*""tltian Tenaga Kerja dan Transmlgrasl;

16. peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER. 1S/MEN/ Xl 2O1O tentang'S""d''t Pelayanan Minimal

Ketenagakerjaan;

17. peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi N:f::

PER.O4/MEN/IV/201 1 tentani Perubahan Atas Lamprran

peratura' rur".iJrr Tenaga r"i" dan Transmigrasi Nomor

PER. 15/MEN/ Xl 2A1O tentang'St*"a* Pelayanan Minimal

Ketenagakerjaan;

18.PeraturanDaerahKabupatenSarolangunNomor3Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah o;Jo;;*' s;;1""*"" , - 
(Lembaran Daerah

Kabupate" s;;i;;gun Ta-ru.n z6oa Nomor 3)' sebagaimana

telah U.U"r.f.--f."-fi diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah f<^U'Ip"r"* Sarolangun Nomor Tahun 2Ol2

tentang p",,Itf"'tt Kedui Atas Peratrrran Daerah

Kabupaten St'ot*t'g'n Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan iata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten S-"'ota."gutt (Lembaran Daerah Kabupaten
-S*of""gun 

Tahun 2OL2 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGSTANDARPELAYANAN
MINIMALBIDANGKSTENAGAKERJAANDIKABUPATEN
SAROLANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun'

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun'

3. Bupati adalah Bupati Sarolangun'

4. standar pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya

disebut SPM Bidang Kete.rr,g.-t.4.in, adaiah ketentuan mengenai jenis

dan mutu pelayanan dasar" bidang ketenagaketjaan yang merupakan

urLlsan wajib daerah yang berhak dilperoleh =tti"p warga secara minimai'



----t-t--e

pnr,ruu"ir pruAl UP.$S Bltp N!

5.

6.

rndikator SpM adarah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang

digunakan .rrrtrLmenggambarkan besaran sasaran yang hendak

dipenuhi dalam p.r""plIu,., suatu SPM tertentu berupa masukan'

p.t""=, hasil dan/atau manfaat pelayanan'

pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang

mendasar dan *.ril.k untuk memenurri kebutuhan dasar masyarakat

dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan Pemerintahan'

Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian

kinJrja pada tahun yang bersangkutan'

Batas waktu pencapaian sPM adalah kurun waktu yang ditentukan

untuk mencapai SPM secara nasional'

7.

8.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

(1)PemerintahDaerahmenyelengga"rakanpelayanandasarbidang
i..t"',"g"t...3',.,berdasarkanSPMtlidangketenagakerjaan'

(2) SPM bidang keterragakerjaan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1),

merupakanstandarpelayanandasa,bidu.'.gketenagakerjaany,l€1:l|:1t
jenis pelayanan dasar, indikator sPM, nilai sPM, batas waktu pencapalan'

dan satuankerjal lembaga penanggung jawab'

(3) Pelayanan dasar sPM bidang ketenagakerjaan, Panduan operasional sPM

bidang ketenagakerjaan di tiaUupatei, dan Komponen Biaya SPM bidang

ketenagakerjaan sebagaimana tertantum dalam Lampiran Peraturan Bupati

ini.

Pasal 3

SPM bidang ketenagakerjaan menjadi saiah satu acuan bagi pemerintah daerah

untuk menJrusun pt"t"u-"u-J-" dan penganggaran penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang

ketenagak*;", *J".."i dengan SpnA bidang ketenagakerjaan yang

ditetapkan.

(2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan sPM

bidang ketenagaLerjaa., sebagaimarta dimaksud pada ayat (1), secara

operasionai dik"oordinasikan otitr st<pD yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerj aan KabuPaten'

(3)Penyelenggaraanpelayananbidangketenagakerjaan::9i.l"i*anadimaksud
padaayat{i},dilakukanoiehaparatyangmempunyaikualifikasidan
kompetensi yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan'
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BAB IV
PELAPORAN

Pasal 5

(1)Bupatimenyusundanmenyampai.kanlaporantahunankinerjapenerapan
danp".,..p.i*sPMbidangketenaga^kerjaankepad.aMenterimelalui
Gubernur.

(2) Dinas Sosial Tenaga T:1" dan Transmigrasi menya1paikan laporan

penerapan dan pencapaian bidang ketenaglkerjaan sesuai sPM setiap 1

isatu) bulan sekali kepada Bupati'

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan .dd"r penyeienggaraan pelayanan dasar bidang

ketenagakerjaan, pencapaian ;i""-rj; I niriry.rrr, 
-*o.titoring dan evaluasi'

pembinaandanpengawasan,pembangunansisteminformasimanajemerr,serta
pengembangan i.pi=it." dibebankarr"padr Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hai_hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai

reknis pelak*a.r^a-a;t; akan di"t;; lebih ianjut dengan Keputusan Bupati'

Pasal 8

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penemp"t^rr1ir-ia1am Berita Daerah Kabupaten Sarolangun'

Ditetapkan di Sarolangun

pada tanggal 2B Ottfo6e r 2013

Y%:ROI,ANGUN,

CEK ENDRA

Diundanglan di Sarolangun
pada tanggal e8 )klOGal' 2AL3

SEKRETARISDAERAHKABUPATENSAROLANGUN,

THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2013 NOMOR {;Z
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